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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Hasil perhitungan potensi penerimaan Pajak Restoran di Kota Kupang 

tahun anggaran 2016-2018 menunjukkan masih ada potensi-potensi 

penerimaan pajak restoran dan restoran jenis rumah makan yang belum 

dioptimalkan oleh Dinas Pendapatan Daerah yang disebabkan oleh faktor 

wajib pajak tidak jujur dalam hal penyampaian jumlah pajak terhutang 

yang dihitung sendiri oleh wajib pajak . 

 

6.2 Saran 

Berdasarkan data penelitian dan hasil pembahasan, peneliti dapat 

menyarankan hal-hal kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang sebagai 

berikut: 

1. Memperluas basis penerimaan pajak dengan melakukan analisis sumber-

sumber penerimaan baru yang dianggap potensial, antara lain dengan 

mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah bayar pajak, 

memperbaiki basis data objek pajak, memperbaiki penilaian perhitungan 

pajak, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan. 

2. Meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara 

berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap 

penunggak pajak yang keras, serta meningkatkan pembayaran pajak dan 

pelayanan yang diberikan oleh daerah. 
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3. Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang perlu memperhatikan sistem 

penatausahaan dalam artian pencatatan penerimaan pajak restoran harusn 

berdasarkan jenisnya masing-masing sesuai yang tertuang dalam Peraturan 

Daerah Kota Kupang No 2 Tahun 2016. 
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